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Kata Pengantar

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga laporan Forum Konsultasi Publik: Pengawasan dan Evaluasi Standar Pelayanan Kantor Bahasa Provinsi NTB Tahun 2021 dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
Laporan ini merupakan sebuah upaya nyata untuk melakukan perbaikan internal lembaga. Kegiatan ini merupakan bagian dari penerapan Keterbukaan Informasi Publik sesui juga dengan Surat Edaran Menpan-RB No. 12 Tahun 2021 dan tindak lanjut dari maklumat kesanggupan mengikuti ZI-WBK. Kegiatan yang dimaksud analisis bagian dalam proses yang dilakukan dalam menjalankan tupoksi lembaga, khususnya dalam hal pelayanan publik.
Kegiatan ini memaparkan deskripsi pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan dan gambaran hasil tindak lanjut dari kegiatan tersebut. Lebih lanjut, dengan adanya kegiatan ini, secara internal Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat mengetahui ketepatan pelaksanaan dan alur layanan, kesesuaian pelaksanaan dan prosedur yang diharapkan, dan saran perbaikan alur standar pelayanan yang harus dilengkapi sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan, serta evaluasi pelaksanaan standar pelayanan.
Harapan kami, semoga hasil kegiatan ini mempunyai nilai guna dan manfaat bagi pembangunan bangsa dan negara terutama dalam bidang pelayanan publik.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Keberadaan bahasa Indonesia bisa menjadi salah satu faktor pendukung kekuatan bangsa karena bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pemersatu bangsa di tengah-tengah keberagaman bahasa yang ada di seluruh Indonesia. Namun perkembangannya dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, bahasa Indonesia terasa sangat dekat dan mudah bagi kita semua sehingga terkadang memunculkan anggapan remeh pada bahasa itu sendiri. Sebagian masyarakat kita menganggap bahwa bahasa Indonesia dan bahasa daerah tidak perlu dipelajari dengan sungguh-sungguh karena mereka menganggap bahasa asing jauh lebih penting untuk dipelajari. Keberadaan bahasa asing dianggap lebih menguntungkan untuk masa depan dan menunjukkan prestise tersendiri bagi penuturnya. Apabila kondisi ini dibiarkan terus berkembang maka tidak menutup kemungkinan keberadaan bahasa Indonesia akan semakin terpinggirkan. Pada dasarnya penggunaan bahasa asing tidak dilarang karena kita bisa sadari bersama bahwa dalam kehidupan kita ini ada tiga bahasa, yaitu bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing. Kondisi seperti itulah yang membuat kita harus melakukan kegiatan-kegiatan atau program-program yang dapat mengembalikan bahasa Indonesia pada kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan berbangsa ini. 
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan pada pasal 38 telah dinyatakan secara jelas bahwa Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lainnya yang merupakan pelayanan umum. Penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai Bahasa daerah dan/atau bahasa asing. Selain itu, untuk menunjang layanan kebahasaan dan kesastraan, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat menerapkan Unit Layanan Terpadu berdasarkan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Permendikbud No. 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik, Peraturan Publik No. 61 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Surat Edaran PerMenPAN-RB No. 12 tahun 2021 tentang Penelenggaraan Forum Konsultasi Publik, dan Surat Edaran PerMenPAN-RB No. 11 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.
Merujuk pada hal tersebut, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu unit pelayanan teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mempunyai tugas dan kewajiban untuk melaksanakan berbagai program layanan kebahasaan dan kesastraan di wilayah kerja Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam rangka melaksanakan layanan publik tersebut, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat mewujudkannya dalam berbagai program kegiatan seperti pada kesempatan ini menyelenggarakan kegiatan Forum Konsultasi Publik: Pengawasan dan Evaluasi Standar Pelayanan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 dengan melibatkan para pengguna layanan kantor.	

1.2 Dasar Hukum
Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan atas:
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah.
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor SP DIPA-023.13.2.660091/2021 Revisi ke-1 tanggal   19 Januari 2021.
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 157/C/2003 tanggal 17 Oktober 2003 tentang Pembentukan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Surat Keputusan Kepala Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat Nomor 1415/I5.18/KP.04.00/2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Panitia Forum Konsultasi Publik, Pengawasan dan Evaluasi Standar Pelayanan Kantor Bahasa Provinsi NTB Tahun 2021 Tahun Anggaran 2021.



1.3 Tujuan
[bookmark: _GoBack]Kegiatan Forum Konsultasi Publik: Pengawasan dan Evaluasi Standar Pelayanan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 ini bertujuan untuk mengawas, mereviu, dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai jenis layanan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 bersama dengan para pengguna layanan sesuai kebutuhan.

1.4 Hasil yang diharapkan
Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengawasan standar pelayanan yang baik dan sesuai prosedur yang berlaku dan tercapainya hasil evaluasi standar pelayanan hasil diskusi bersama dengan para pengguna layanan Kantor Bahasa Provinsi NTB.
























BAB II
PENYELENGGARAAN

2.1 Waktu dan Tempat
Kegiatan Forum Konsultasi Publik: Pengawasan dan Evaluasi Standar Pelayanan Kantor Bahasa Provinsi NTB Tahun 2021  ini dilaksanakan selama satu hari, yakni pada tanggal 22 November 2021 di Aula Cilinaya Kantor Bahasa Provinsi NTB. Kegiatan tersebut dimulai pukul 07.30—14.30 Wita. 

2.2 Materi dan Narasumber
Forum Konsultasi Publik: Pengawasan dan Evaluasi Standar Pelayanan Kantor Bahasa Provinsi NTB Tahun 2021 mengundang satu narasumber yaitu Kepala PPA Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB, Mochammad Izma Nur Choironi, S.H., L.L.M. Kepala PPA Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB memberikan materi berupa Standar Pelayanan dalam Rangka Membangun ZI-WBK dan WBBM. Lebih lengkap tetang isi materi dapat dilihat pada lampiran.

2.3 Metode
Metode yang digunakan pada kegiatan Forum Konsultasi  Publik: Pengawasan dan Evaluasi Standar Pelayanan Kantor Bahasa Provinsi NTB Tahun 2021 adalah penyampaian materi oleh narasumber dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab. Selanjutnya kegiatan diisi dengan diskusi pengawasan dan evaluasi Standar Pelayanan Kantor Bahasa Provinsi NTB tahun 2021 oleh para peserta dan panitia kegiatan.

2.4 Peserta
Peserta kegiatan Forum Konsultasi  Publik: Pengawasan dan Evaluasi Standar Pelayanan Kantor Bahasa Provinsi NTB Tahun 2021 adalah para pengguna layanan mulai dari guru, pegiat media, pegiat literasi, akademisi, pegiat hukum, pegiat BIPA, dan pegawai Kantor Bahasa Provinsi NTB.

2.5 Jadwal Kegiatan
Jadwal kegiatan Forum Konsultasi  Publik: Pengawasan dan Evaluasi Standar Pelayanan Kantor Bahasa Provinsi NTB Tahun 2021 adalah sebagai berikut: 

JADWAL KEGIATAN 
FORUM KONSULTASI PUBLIK: PENGAWASAN DAN EVALUASI STANDAR PELAYANAN KANTOR BAHASA PROVINSI NTB TAHUN 2021
Mataram, 22 November 2021

	Hari, tanggal
	Waktu
	Acara/Materi
	Pelaksana

	Senin, 
22 November 2021
	07.30—08.00
	Registrasi
	Panitia

	
	08.00—08.30
	Pembukaan
	Panitia

	
	08.30—10.30
	Standar Pelayanan dalam rangka Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
	Narasumber

	
	10.30—12.00
	Pengawasan Pelaksanaan Standar Pelayanan Kantor Bahasa Provinsi NTB Tahun 2021
	Peserta

	
	12.00—13.00
	Istirahat
	Peserta

	
	13.00—14.00
	Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Kantor Bahasa Provinsi NTB Tahun 2021
	Peserta

	
	14.00—14.30
	Penutupan
	Panitia




2.6 Panitia
Panitia yang bertugas pada kegiatan Forum Konsultasi  Publik: Pengawasan dan Evaluasi Standar Pelayanan Kantor Bahasa Provinsi NTB Tahun 2021 ada 4 orang panitia.

	No.
	Nama Panitia
	Jabatan dalam Kegiatan


	1.
	Baiq Ayu Candra, S.I.Kom.
	Koordinator

	2.
	Umi Kulsum, S.S., M.Hum.
	Anggota

	3.
	Kasman, M.Hum.
	Anggota

	4.
	Dwi Joko Mursihono, S.Sos.
	Anggota



2.7 Evaluasi Kegiatan
Kegiatan Forum Konsultasi  Publik: Pengawasan dan Evaluasi Standar Pelayanan Kantor Bahasa Provinsi NTB Tahun 2021 ini ditujukan untuk mengawas dan mengevaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Kantor Bahasa Provinsi NTB Tahun 2021. Narasumber memberikan penejalasan dan pemahaman awal mengenai standar pelayanan yang berlaku dan bagaimana praktik maupun penerapan di lingkungan instansi pemerintah, terutama dalam rangka membangun Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) dan Wilayah Bersih Birokrasi Mandiri (WBBM) dan dilanjutkan dengan sesi diskusi khusus mengenai pengawasan pelaksanaan dan evaluasi Standar Pelayanan Kantor Bahasa Provinsi NTB Tahun 2021. Para peserta sangat antusias dalam mengikuti pembahasan materi yang diberikan oleh  narasumber dan diskusi standar pelayanan yang telah dirasakan manfaatnya oleh para pengguna layanan.





























BAB III
PENUTUP

3.1 Simpulan
Simpulan yang didapat dari kegiatan Forum Konsultasi  Publik: Pengawasan dan Evaluasi Standar Pelayanan Kantor Bahasa Provinsi NTB Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
a. Pelaksanaan kegiatan berjalan cukup baik dan tertib. Diskusi Tanya jawab berjalan cukup menarik dan antusias.
b. Materi yang disampaikan sudah sesuai dengan kegiatan

3.2 Saran 
Saran yang didapat setelah kegiatan Forum Konsultasi  Publik: Pengawasan dan Evaluasi Standar Pelayanan Kantor Bahasa Provinsi NTB Tahun 2021 adalah: 
a. Perlu dilaksanakan kegiatan dengan format yang lebih rapi dan peserta kegiatan yang lebih banyak dan beragam.
b. Materi perlu ditambahakan dengan durasi materi yang tidak terlalu lama atau panjang. 
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